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Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  
 
 Analysis of the Contribution of Motor Vehicle Tax to  
the Regional Original Income of the South Sulawesi Province  
 
St. Nur Radia 
Nirwana 
M. Christian Mangiwa 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak 
Kendaraan Bermotor. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya 
di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 karena terdapat 
kecenderungan lebih dominannya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi 
Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. tingkat 
efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama 
menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu 
signifikan Peningkatan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang 
diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkisar kurang lebih 100 
miliar rupiah tiap tahunnya Hal ini tentunya mengalami penurunan dibandingkan 
besarnya peningkatan tahun sebelumnya. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di 
Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD 
Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 berada dalam kategori 
sedang. 
 
Kata kunci:  Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, 
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor 
 
This study aims to determine the effectiveness and contribution of Motor Vehicle 
Tax. The realization of Motor Vehicle Tax based on its target in South Sulawesi 
Province during the period 2011-2015 because there is a more dominant tendency 
of realization of Motor Vehicle Tax South Sulawesi Province exceeded its the 
observation period. So the effectiveness rate of Motor Vehicle Tax with same 
period shows an ups and downs situation significant circumstance The increase of 
the target of taxes on motor vehicles given by the government is approximately 
100 billion rupiahs per year This is certainly decreasing If compared to the increase 
in the previous year.  The tax function has been quite applicable in South Sulawesi 
So that the contribution of Motor Vehicle Tax to Regional Original Income South 
Sulawesi Province. 
 
Keywords : Regional Original Income, Motor Vehicle Tax Effectiveness, 
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1.1. Latar Belakang 
Indonesia sebagai Negara yang berkembang dengan giat terus 
melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. 
Pembangunan yang semakin meningkat menyebabkan lapangan kerja juga 
semakin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat. 
Supaya pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat sesuai dengan apa 
yang di harapkan, dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, 
pemerintah terus berusaha untuk meningkatan pendapatan sehingga dapat 
menunjang pembangunan. Adapun sumber penerimaan pemerintah, yaitu berasal 
dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan 
hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Pajak merupakan penerimaan negara 
yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan 
pembangunan nasional. Sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk 
membiayai segala pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi 
masyarakat temasuk untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya 
untuk terus meningkatkan pendapatan dari pajak. 
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi 
seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak 
bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak 
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kabupaten atau kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 
reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 
parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan daerah 
provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah, yang 
mengatur penerimaan pajak daerah Sulawesi selatan. Pajak daerah provinsi 
Sulawesi Selatan terbagi menjadi empat jenis pajak, yang salah satunya adalah 
pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor diatur dalam 
peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 3 bahwa 
“pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau 
pengeuasaan kendaraan bermotor”. 
Saat ini, salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting yaitu 
sarana transportasi karena merupakan penunjang aktivitas sehari-hari. Tidak 
dapat dipungkiri sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam 
menjalankan roda perekonomian. Untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, 
salah satu pajak yang sangat berpotensi memberikan penerimaan bagi pemerintah 
Provinsi Stlawesi Selatan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Tabel di bawah ini 
menunjukkan presentase peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi 
Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015.  
Tabel 1.1 Persentase Peningkatan dan Jumlah Kendaraan Bermotor 








Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka, 2016   
Dengan melihat tabel diatas, perkembangan jumlah kendaraan  bermotor 






2011 2,372,356 0 
2012 2,593,413 9.32 
2013 2,673,725 3.09 
2014 2,938,193 9.89 
2015 3,167,232 7.99 
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jumlah kendaraan terjadi pada tahun 2013 ke 2014. Kemudian dari tahun 2011 ke 
2012 peningkatan jumlah kendaraan mencapai 9,32% dari tahun sebelumnya. 
Selanjutnya dari tahun 2012 ke 2013 peningkatan 3,09%. Hal ini tentunya 
mengalami penurunan jika dibandingkan besarnya peningkatan tahun sebelumnya 
Dengan melihat jumlah peningkatan kendaraan bermotor yang ada di Provinsi 
Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir, hal ini merupakan peluang untuk 
mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar lagi kedepannya. 
Mengingat saat ini kendaraan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok yang 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memudahkan aktivitasnya 
Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi 
Sulawesi Selatan Priode 2011-2015. 
TAHUN TARGET REAL
ISASI 
2011 520,571,390,000.00 527,241,784,976.00 
2012 624,023,510,000.00 611,497,116,322.00 
2013 624,023,510,000.00 722,728,730,273.00 
2014 808,194,220,000.00 813,245,129,812.00 
2015 904,284,250,000.00 907,589,844,229.00 
Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka, 2016 
Tabel 1.2 menunjukkan jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan 
Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011 sampai 2015. Dari tabel 
tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
selama 5 tahun terakhir sudah mencapai target yang ditetapkan dan dapat 
terealisasi secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya 
mendapatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah telah 
melakukan usaha dengan baik. 










Sumber: Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2017 (Diolah) 
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Tabel 1.2 menampilkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan periode 2011-2015. Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan 
dari tahun ke tahun tergolong sangat baik karena setiap tahun mengalami 
peningkatan terus menerus, maka meningkat pula Kontribusi Pajak Kendaraan 
Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Walau demikian, jika 
diperhatikan lebih jauh, peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan jauh lebih 
tinggi jika dibandingkan peningkatan PKB Provinsi Sulawesi Selatan selama 
periode 2011-2015. Tentu hal ini berdampak pada penurunan kontribusi PKB 
terhadap PAD Kota Makassar. 
Menurut Resmi (2011: 3) terdapat dua fungsi pajak; pertama, fungsi 
budgetair yaitu pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Kedua, fungsi 
mengatur (Regulerend) yaitu pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak 
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 
bidang sosial dan ekonomi. 
Fungsi budgetair dapat dilihat pada terjadinya peningkatan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kota Makassar periode 2011-2015. Peningkatan tersebut 
dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk membiayai pengeluaran 
ataupun pembangunan. Sementara fungsi mengatur (Regulerend) dari pajak 
memiliki peran penting dalam mengatur masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 
diberlakukannya pajak progresif pada kendaraan bermotor. 
Mardiasmo (2013: 9) berpandangan bahwa pajak progresif adalah tarif 
pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya 
jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase 
untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Menurut Koswara (2000: 42), pajak 
progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda 
empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama 
pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak 
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progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan 
angkutan umum. Keberadaan pajak progresif untuk kendaraan bermotor di 
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki fungsi pengatur terutama menekan 
kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu untuk orang yang sama. Dengan 
cara seperti ini, orang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu akan 
dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dari kendaraan pertamanya. Selain dapat 
meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, penerapan pajak 
progresif pada kendaraan bermotor juga dapat membantu pemerintah dalam 
mengatasi kemacetan, apalagi Kota Makassar yang syarat dengan kemacetan. 
Hal ini disebabkan, masyarakat akan menekan kepemilikan kendaraan yang 
banyak, sementara salah satu penyebab kemacetan adalah bertambahnya jumlah 
kendaraan bermotor sehingga dengan cara seperti ini kepemilikan kendaraan 
dapat diatur dalam masyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di 
Kota Makassar, selain menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki 
peran yang penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terkait 
dengan fungsi pajak sebagai pengatur. Oleh karena itu, penelitian ini membahas 
suatu permasalahan dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Seberapa besar efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2015? 
2. Seberapa besar kontribusi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 




1.3. Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2015. 
2. Untuk mengetahui kontribusi pemungutan pajak Kendaraan Bermotor 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 
2011-2015. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik dari aspek teoretis, 
maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. 
1.4.1 Aspek Teoretis 
Berdasarkan aspek teoretis, maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini 
antara lain: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 
demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. 
2. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam, 
pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan. 
1.4.2 Aspek Praktis 
Berdasarkan aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan 
masukan kepada Pemerintah dalam mengelolah penerimaan daerah khususnya 








2.1. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari 
sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan 
daerah (Halim, 2007: 96). Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang 
diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di 
daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang 
diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang 
ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah di dalam memperoleh 
pendapatan daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pengertian pendapatan (revenues) 
berbeda dengan income. Revenues merupakan pendapatan yang belum dikurangi 
biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan Income adalah 
pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh 
pendapatan-pendapatan itu. Income lebih tepat diterjemahkan sebagai 
penghasilan (Syamri dalam Santoso, 2013: 393). Pasal 157 dan Pasal 6 Undang-
Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa sumber keuangan 
daerah yang utama adalah pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan 
yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi 
daerah, BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan daerah 
yang sah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Berikut Penjelasan sederhana 





2.1.1 Pajak daerah  
Davey (Santoso, 2013: 393), sebagaimana dikutip Nurcholis merumuskan 
pajak daerah sebagai berikut: 
1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari 
daerah sendiri. 
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan 
tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. 
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah. 
Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping 
retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan 
undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang 
prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya 
dapat dipaksakan (Syamsi, 1994: 201). Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 
2000, yang disebut pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan. 
2.1.2 Retribusi daerah  
Sumitro (Santoso, 2013: 395) mengungkapkan bahwa retribusi adalah 
pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan 
jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakain jasa 
atau kerena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang 
berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh 




kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat 
dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa 
layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. 
Syamsi (1994: 201), mendefinisikan retribusi sebagai, iuran dari 
masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi 
pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak. Sedang menurut 
UU No. 34 tahun 2000, retribusi yaitu, pungutan  daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  
2.1.3 Perusahaan daerah  
Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan  
dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat 
penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Dalam 
hal ini yang dimaksud perusahaan daerah sesuai UU No. 5 tahun 1962, yaitu; 
1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat; Memberi 
jasa, Menyelenggarakan pemanfaatan umum dan Memupuk 
pendapatan. 
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan 
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat 
dengan menggutamakan industrialisasi dan ketentraman serta 
ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan 
urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang 




4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan mengusai 
hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.  
Salah satu maksud didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan 
pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian tidak 
berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada PAD. 
Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, 
dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu 
memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan dipihak lain perusahaan 
daerah menjalankan fungsi ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan dan 
kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan 
bagi Pendapatan Asli Daerah.  
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah yang sah  
Sumber-sumber PAD selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah juga 
daerah dibenarkan dan berhak mendapatkan sumber daerah itu. Lain-lain usaha 
daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) 
dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah Daerah (dinas) yang dalam 
kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh 
masyarakat dengan ganti rugi.  Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki 
kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan 
lain-lain yang sah. 
Menurut Devas (Santoso, 2013: 397) bahwa, kelompok penerimaan lain-
lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-
kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, 
bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun 
walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi 




daerah yang sah tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan 
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun 
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa 
oleh daerah. 
 
2.2. Tinjauan tentang Pajak  
2.2.1. Pengertian Pajak 
Pengertian atau definisi pajak bermacam-macam para pakar perpajakan 
mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun 
demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan 
pengertian pajak sehingga mudah dipahami 
Definisi Pajak yang dikemukakan Soemitro (Resmi, 2011: 1) adalah: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 
 
Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi : 
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk 
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment.” 
 
Definisi Pajak yang dikemukakan Djajadinigrat (Resmi, 2011: 1) adalah: 
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 
kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 
tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk 
memelihara kesejahteraan secara umum.” 
 
Definisi Pajak yang dikemukakan Feldmann (Resmi, 2011: 1) adalah: 
 “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), 







Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan : 
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai public investment. 
2.2.2. Fungsi Pajak 
Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu fungsi 
budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regulerend (mengatur). 
2.2.2.1  Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 
pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya 
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. 
Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan, dan lain-lain. 
2.2.2.2  Fungsi Regulerend (Mengatur) 
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk 
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa 




a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. 
b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 
(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 
pendapatan. 
c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 
akhirnya dapat memperbesar divisa negara. 
d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 
tertentu. 
e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang 
di peroleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, di 
maksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 
f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 
agar menanamkan modalnya di Indonesia. 
2.2.3. Teori – Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 
 Beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari 
rakyatnya dalam Mardiasmo (2013: 3) adalah: 
1. Teori Asuransi, yaitu termasuk dalam tugas Negara untuk melindungi 
rakyat dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan 
jiwanya, dan juga harta bendanya. 
2. Teori Kepentingan, yaitu teori yang semula hanya memperhatikan 
pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. 
3. Teori Gaya Pikul, yaitu teori yang mengandung kesimpulan bahwa 




diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa 
dan harta bendanya. 
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti, yaitu teori yang 
berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak 
mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan warganya, 
maka teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. 
Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara maka 
timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. 
5. Teori Asas Gaya Beli, yaitu teori yang tidak mempersoalkan asal mula 
Negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan 
memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. 
2.2.4. Jenis Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013: 5), terdapat berbagai macam jenis pajak yang 
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, 
menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. 
2.2.4.1  Menurut Golongannya 
Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak 
Langsung dan Pajak Tidak Langsung. 
a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 
kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri 
oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebnkan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 





2.2.4.2  Menurut Sifatnya 
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak 
Subjektif dan Pajak Objektif. 
a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 
pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 
memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 
memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 
tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. 
2.2.4.3  Menurut Lembaga Pemungutnya 
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompkkkan menjadi dua yaitu 
Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. 
a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
Negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 
daerah tingkat I muapun daerah tingkat II dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak 
Daerah Tingkat I (Provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin 




(Kabupaten/Kotamada): pajak pembangunan I, Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Atas Reklame, dan lain-lain. 
2.2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013: 6), tata cara pemungutan pajak terdiri dari 
stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. Adapun 
penjelasannya sebagai berikut.  
2.2.5.1  Stelsel Pajak 
 Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu stelsel nyata, 
stelsel anggapan dan stelsel campuran. 
a. Stelsel Nyata (riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak 
penghasilan maka objeknya adalah penghasilan). 
b. Stelsel Anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan 
pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang. 
c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 
didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 
2.2.5.2  Asas Pemungutan Pajak 
Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu: asas domisili (asas tempat 
tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan. 
a. Asas Domisil (asas tempat tinggal). Asas ini menyatakan bahwa Negara 
berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 
bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 
dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap 
wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya 




penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia. 
b. Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan 
pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa 
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang 
memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas 
penghasilan yang diperolehnya tadi. 
c. Asas Kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 
dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa 
asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan 
berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. 
2.2.5.3  Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: 
official assessment system, self assessment system, dan with holding system. 
2.2.5.3.1  Official Assesment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur 
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 
sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem 
ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada 
di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya 
pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan 
(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 
2.2.5.3.2  Self Assessment System 
Suatu sistem pemungutan pajka yang memberi wewenang wajib pajak 
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 




inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di 
tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu mengitung pajak, mampu 
memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran 
yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena 
itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk : 
1) Menghitung sendiri pajak yang terutang; 
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 
3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 
4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan 
5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 
Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 
banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib 
Pajak). 
2.2.5.3.3  With holding system 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakaan, 
keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, 
menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang 
tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 











2.3  Tinjauan tentang Pajak Daerah 
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 
Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau 
Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah (Siahaan, 2008: 7; 2013: 9). 
2.3.2 Objek dan Tarif Pajak Daerah 
Tabel 2.1 Objek dan Tarif Pajak Daerah 
No Pajak Tingkat I Tarif 
1 Pajak Kendaraan Bermotor 10 % 
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor 20 % 
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10 % 
4 Pajak Air Pemukaan 10 % 
5 Pajak Rokok 10 % 
 Pajak Tingkat II  
1 Pajak Hotel 10 % 
2 Pajak Restoran 10 % 
3 Pajak Hiburan 75 % 
4 Pajak Reklame 25 % 
5 Pajak Penerangan Jalan 10 % 
6 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 25 % 
7 Pajak Parkir 30 % 
8 Pajak Air Tanah 20 % 
9 Pajak Sarng Burung Walet 10 % 
10 BPHTB 5 % 
11 PBB Pedesaan dan Pekotaan 0,3 % 
   Sumber : Undang-Undang No 28 Tahun 2009 
 
Tarif untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak 
motor ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan 
pemerintah. Sedangkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet , BPHTB, PBB 




2.3.3 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah 
Menurut Siahaan (2008: 107) pembagian hasil penerimaan pajak provinsi, 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2A ayat 1 mengatur bahwa hasil 
penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupatena/kota 
di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut. 
a. Hasil penerimaan PKB & KAA diserahkan kepada daerah 
kabupaten/kota paling sedikit 30%. 
b. Hasil penerimaan BBNKB & KAA diserahkan kepada daerah 
kabupaten/kota paling sedikit 30%. 
c. Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada daerah kabupaten/kota 
paling sedikit 70%. 
d. Hasil penerimaan PPPABATP diserahkan kepada daerah 
kabupaten/kota paling sedikit 70%. 
Objek pajak kabupaten/kota dalam satu provinsi bersifat lintas daerah 
kabupaten/kota, gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan 
pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota yang terkait. Objek pajak yang 
bersifat lintas daerah kabupaten/kota adalah objek pajak yang memberikan 
manfaat bagi beberapa daerahkabupaten/kota, tetapi objek pajak tersebut  hanya 
dipungut pada satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. 
Pembagian hasil penerimaan pajak kabupaten, Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 Pasal 2A ayat 3 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten, 
baik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 maupun 
yang ditetapkan sendiri dengan peraturan daerah, diperuntukkan paling sedikit 
sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. 
Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan 





2.3.4 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah 
Menurut Siahaan (2008: 65), adapaun peraturan daerah tentang pajak 
daerah, yaitu: 
1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
2. Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. 
3. Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur 
ketentuan mengenai : 
a. Nama, objek dan subjek pajak; 
b. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; 
c. Wilayah pemungutan; 
d. Masa pajak; 
e. Penetapan; 
f. Tata cara pembayaran dan penagihan; 
g. Daluwarsa; 
h. Sanksi Administrasi; dan 
i. Tanggal mulai berlakunya. 
4. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai : 
Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan. 
5. Peraturan Daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak 
harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum 
ditetapkan. 
6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi 
Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
Peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 (lima 
belas) hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan 




tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut. 
Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak dierimanya Peraturan 
Daerah dimaksud. 
 
2.4 Tinjauan tentang Pajak Kendaraan Bermotor 
2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor  
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau 
penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh 
peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk 
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). 
Menurut Saidi (2010: 51) Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat 
PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak 
kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah 
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti 
pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung 
pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau 
penguasaan wajib pajak. 
2.4.2 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor  
Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan 
Bermotor, di mana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak 
Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 
1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas 
dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di 




menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu 
PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya 
berbeda dengan kendaraan di atas air.  
Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di 
indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 
pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 
provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah 
harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan 
menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 
pemungutan PKB & PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah 
provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu 
peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah (Utami, 
2014).  
2.4.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor  
 Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor diatur sebagaimana berikut ini:  
1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan 
daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, 
tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah 
tentang PKB. 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang 
Perhitung-an Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 




5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan 
pelaksa-naan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang 
dimaksud (Utami, 2014).  
2.4.4 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  
Menurut Saidi (2010: 99) telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan 
bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah 
provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat 
di kenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor. 
Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (13) UU PDRD 
adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di 
semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 
berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor 
dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan 
di air. 
Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 
ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan 
bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah 
sebagai berikut.  
1. Kereta api 
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan negara 
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 




lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari pemerintah; dan 
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.  
Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat 
bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. 
Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. 
Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran 
hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak. 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan 
bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya 
diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada 
PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang 
memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.  
2.4.5 Jenis Kendaraan Bemotor  
Jenis Kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Tanggal 14 
Juli 1993 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
1. Sepeda motor; 
2. Mobil penumpang 
3. Mobil bus; 
4. Mobil barang; 
5. Kendaraan khusus. 
Golongan jenis kendaraan bermotor pada jalan Tol berdasarkan 





1. Golongan I: Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus 
Sedang. 
2. Golongan I Umum : Bus Kecil dan Bus Sedang. 
3. Golongan IIA: Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar. 
4. Golongan IIA Umum : Bus Besar dengan 2 (dua) gandar. 
5. Golongan IIB: Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau 
lebih. 
Kendaraan bermotor kategori L yaitu kendaraan beroda kurang dari empat: 
1. Kategori L1 yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas 
silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 dan dengan desain kecepatan 
maksimum tidak lebih dari 50 kg/jam apapun jenis tenaga 
penggeraknya. 
2. Kategori L2 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda 
sembarang dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 dan 
dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun 
jenis tenaga penggeraknya. 
3. Kategori L3 yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas 
silinder lebih dari 50 cm3 atau dengan desain kecepatan maksimum 
lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya. 
4. Kategori L4 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda 
simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan 
desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga 
penggeraknya (sepeda motor dengan kereta). 
5. Kategori L5 yaitu kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda 




desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga 
penggeraknya. 
Kendaraan bermotor kategori M yaitu kendaraan bermotor beroda empat 
atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang. 
1. Kategori M1 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
orang dan mempunyai tidak lebih dari delapan tempat duduk tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi. 
2. Kategori M2 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk 
tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang 
diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton. 
3. Kategori M3 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk 
tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang 
diperbolehkan (GV\Af lebih dari 5 ton). 
Kategori M2 dan M3 dibagi atas: 
1. Kelas I yaitu kendaraan bermotor yang dikonstruksi untuk penumpang 
berdiri dan bergerak bebas. 
2. Kelas ll yaitu kendaraan bermotor yang pada prinsipnya dikonstruksi 
membawa penumpang duduk dan di desain untuk membawa 
penumpang berdiri di gang dan atau di daerah yang sudah disediakan 
tetapi luasnya tidak boleh lebih dari dua baris tempat duduk untuk dua 
orang. 
3. Kelas lll yaitu kendaraan bermotor yang di desain khusus untuk 




4. Kelas A yaitu kendaraan bermotor di desain untuk membawa 
penumpang berdiri, kendaraan pada kelas ini memiliki tempat duduk dan 
memungkinkan penumpang berdiri. 
5. Kelas B yaitu kendaraan bermotor tidak di desain untuk membawa 
penumpang berdiri, kendaraan pada kelas ini tidak diijinkan adanya 
penumpang berdiri. 
Kendaraan bermotor kategori N yaitu kendaraan bermotor beroda empat 
atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang. 
1. Kategori N1 yaitu kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan 
mempunyai jumrah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 
3,5 ton. 
2. Kategori N2 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih 
dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 12 ton. 
3. Kategori N3 yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) tebih 
dari 12 ton. 
Kendaraan bermotor kategori O yaitu kendaraan bermotor penarik untuk 
gandengan atau tempel. 
1. Kategori O1 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat 
kombinasi yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton. 
2. Kategori O2 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat 
kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 0,75 ton tetapi tidak 




3. Kategori O3 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat 
kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak tebih 
dari 10 ton. 
4. Kategori 04 yaitu kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat 
kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 10 ton. 
Kendaraan bermotor penarik untuk kategori 02, 03 dan dibedakan menjadi 
tiga tipe sebagai berikut: 
1. Tempelan (semi trailer) yaitu kendaraan bermotor yang ditarik dengan 
sumbu roda (dapat lebih dari satu) terletak dibelakang pusat gravitasi 
kendaraan (terbebani merata) dan dilengkapi dengan alat penghubung 
yang meneruskan tenaga horisontal dan vertikal yari dibebankan ke 
kendaraan penarik. Satu atau lebih dari sumbu roda digerakkan oleh 
kendaraan penarik. 
2. Gandengan (full trailer) yaitu kendaraan bermotor yang ditarik yang 
mempunyai sedikitnya dua sumbu roda dan dilengkapi dengan alat 
penarik yang dapat bergerak vertikal (terhadap kereta gandengan) dan 
mengontrol arah sumbu roda depan gandengan tetapi tidak membebani 
kendaraan penarik. 
3. Gandengan sumbu tengah (Centre-exle trailer) yaitu kendaraan 
bermotor yang ditarik yang dilengkapi dengan alat penarik yang tidak 
dapat bergerak vertikal (terhadap kereta gandengan) dan sumbu roda 
(dapat lebih dari satu) terletak dekat dengan pusat gravitasi kendaraan 
(terbebani merata), beban vertikal statis kecil, tidak lebih dari 10% berat 
maksimum kereta gandengan, atau beban tidak lebih dari 10.000 N 
dibebankan pada kendaraan penarik. Satu atau lebih dari sumbu roda 




Kendaraan bermotor kategori Khusus yaitu kendaraan bermotor khusus 
dari pengembangan atau modifikasi kategori kendaraan bermotor kategori M, N 
atau O untuk angkutan penumpang atau barang dan diperlukan pembuatan bodi 
khusus dan / atau perlengkapannya untuk menunjang fungsi khusus tersebut. 
1. Kendaraan bermotor karavan yaitu kendaraan bermotor khusus kategori 
M1 dengan ruangan akomodasi yang sekurang-kurangnya terdapat 
perlengkapan-meja dan kursi, tempat tidur, yang terbentuk dari susunan 
kursi, peralatan memasak, fasilitas penyimpanan. 
2. Perlengkapan ini seharusnya terpasang tetap pada kompartemen 
tinggal, walaupun demikian mejanya dapat dilipat atau dipindahkan. 
3. Kendaraan lapis baja yaitu kendaraan bermotor untuk perlindungan, 
untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dan dilengkapi dengan 
pelat lapis baja anti peluru. 
4. Ambulan yaitu kendaraan bermotor kategori M yang digunakan untuk 
mengangkut orang sakit atau kecelakaan dan mempunyai perlengkapan 
khusus untuk tujuan tersebut. 
5. Kendaraan jenazah yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk 
mengangkut orang meninggal dan mempunyai perlengkapan khusus 
untuk tujuan tersebut. 
Kendaraan bermotor kategori T yaitu kendaraan bermotor baik beroda 
maupun menggunakan roda rantai mempunyai paling sedikit dua sumbu roda, 
yang mempunyai fungsi pokok sebagai tenaga penarik, yaitu untuk menarik, 
menekan atau menggerakkan peralatan khusus, mesin atau gandengan untuk 




Kendaraan bermotor kategori G yaitu kendaraan bermotor off road 
merupakan pengembangan atau modifikasi kendaraan yang termasuk dalam 
kategori M dan N yang memenuhi persyaratan tertentu. 
Jika diperhatikan dengan seksama, maka penggolongan/ 
pengklasifikasian/ pengketagorian jenis kendaraan bermotor di Indonesia 
dikeluarkan oleh 3 instansi terkait yang semuanya berbeda-beda yaitu Kepolisian 
(Samsat), Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen 
Perhubungan. 
2.4.6 Masa Pajak dan SPTD  
Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak 
pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut kektentuan 
peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi 
setempat.  
Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-
turut terhitung mulai ssaat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB 
merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaran bermotor 
lainnya.  
PKB yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan bermotor 
terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya 
terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya 
(Utami, 2014).  
2.4.7 Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor 
a. Penetapan pajak dan ketetapan pajak  
Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gurbernur 
atau penjabat yang ditunjuk oleh gurbenur menetapkan PKB yang terutang dengan 




ukuran SKPD ditetapkan oleh menteri luar negri. Dalam jangka waktu 5 tahun 
sesudah saat terutangnya pajak, gurbenur dapat menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran 
Daerah (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).  
b. Surat Tagihan Pajak daerah (STPD)  
Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan tidak 
atau kurang berjalan. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran 
sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga atu denda.   
Selain ketentuan di atas, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila 
kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak 
dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, 
STPD juga merupakan sarana yang dugunakan untuk menagih SKPDKB atau 
SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh 
tempo pembayaran pajak (Utami, 2014). 
2.4.8 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan 
 Bermotor 
2.4.8.1  Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor  
PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua 
belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat 





Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti 
pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat 
melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :  
a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh  tempo 
yang ditetapkan dalam SKPD diklenakan sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 25% dari pokok pajak. 
b. Keterlamabatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam 
SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi 
administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak 
saat terhutangnya pajak (Utami, 2014).  
2.4.8.2  Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 
Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 
gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. 
Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.  
2.4.9 Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
2.4.9.1  Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 
Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, 
perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus 
     Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan pajak  






2.4.9.2  Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif 
PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah 
No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan 
jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :  
a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum. 
b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.  
2.4.10  Keberatan dan Banding Pajak Kendaraan Bermotor 
a. Keberatan  
Terjadi bila wajib pajak PKB yang tidak puas atas penetapan pajak yang 
dilakukan oileh gubernur dapat mengajukan akeberatan hanya karena gubernur 
ataua pejabat yang ditunjuk. Keberatan diajukan adalah terhadap materi atau isi 
dari ketetapan dengana membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar 
menurut perhitungan wajib pajak. Setelah melakukan pemeriksaaan dalam jangka 
waktu tertentu gubernur akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan 
tersebut.  
b. Banding  
Keputusan keberatan yang diterbitka oleh gubernur disampaikan kepada 
wajib pajak untuk dilaksakan. Pengajuan permohonan banding tidak menunda 
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak (Utami, 2014).  
2.4.11  Sanksi atas Pajak Kendaraan Bermotor  
Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang 
ditetapkan/tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% 




bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak. 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 
Apsari (2013) mempelajari pengaruh insentif pajak BBN KB terhadap 
jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di surabaya barat. 
Penelitian ini mencoba melihat efektifitas insentif pajak terhadap kenaikan jumlah 
wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaran Bermotor. Woro Wiryaningtyas 
Asih (Tesis S2 Universitas Diponegoro, 2009) mempelajari pelaksanaan 
pemungutan pajak kendaraan bermotor di unit pelayanan pendapatan dan 
pemberdayaan aset daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. Khairul Anwar J 
(Skripsi S1, 2014, Universitas Hasanuddin Makassar) mengetahui berapa besar 
potensi kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Sufyan Amirullah (Skripsi S1, 
2016, Universitas Hasanuddin Makassar) Sufyan Amirullah, 2014. Mempelajari 
analisis efektifitas dan kontribusi pajak Kendaraan Bermotor Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sul-Bar. 
 
2.6 Kerangka Pikir 
Saat ini, salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting yaitu 
sarana transportasi karena merupakan penunjang aktivitas sehari-hari. Tidak 
dapat dipungkiri sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam 
menjalankan roda perekonomian. Untuk di Kota Makassar sendiri, salah satu pajak 
yang sangat berpotensi memberikan penerimaan bagi pemerintah Kota Makassar, 
yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. 
Seiring peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun, maka 




menunjukkan terlaksananya fungsi-fungsi pajak. Fungsi budgetair dapat dilihat 
pada terjadinya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar periode 
2011-2015. Peningkatan tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Kota 
Makassar untuk membiayai pengeluaran ataupun pembangunan. Sementara 
fungsi mengatur (Regulerend) dari pajak memiliki peran penting dalam mengatur 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya pajak progresif pada 
kendaraan bermotor. 
Keberadaan pajak progresif untuk kendaraan bermotor di Kota Makassar 
memiliki fungsi pengatur terutama menekan kepemilikan kendaraan bermotor lebih 
dari satu untuk orang yang sama. Dengan cara seperti ini, orang yang memiliki 
kendaraan bermotor lebih dari satu akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 
dari kendaraan pertamanya. Selain dapat meningkatkan realisasi penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor, penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor 
juga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemacetan, apalagi Kota 
Makassar yang syarat dengan kemacetan. Hal ini disebabkan, masyarakat akan 
menekan kepemilikan kendaraan yang banyak, sementara salah satu penyebab 
kemacetan adalah bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sehingga dengan 
cara seperti ini kepemilikan kendaraan dapat diatur dalam masyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di 
Kota Makassar, selain menambah PAD Kota Makassar juga memiliki peran yang 
penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terkait dengan 
fungsi pajak sebagai pengatur. Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam 























Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa 
dengan mengetahui jumlah selisih antara target penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka dapat 
mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas serta kontribusi Pajak Kendaraan 




















3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis 
penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Studi 
deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti 
sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan 
fenomena perhatian dari persfektif seseorang, organisasi atau lainnya (Sekaran, 
2010: 159; Sugiono, 2008: 5). 
Sesuai rancangan penelitian desriptif kuantitatif, maka penelitian ini 
menggambarkan dan menganalisis efektivitas realisasi PKB berdasarkan target-
nya yang telah ditentukan oleh Samsat Kota Makassar serta juga menggambarkan 
dan menganalisis PKB terhadap PAD di Kota Makassar periode 2011-2015. 
Penentuan efektivitas dan kontribusi dilakukan secara kuantitatif dengan 
menghitung besar persentasenya dan menilainya dengan menggunakan kriteria 
yang telah ditentukan. 
Di sisi lain, periode 2011-2015 dipilih karena alasan beberapa hal. 
Pertama, alasan kebaharuan sehingga tahun 2011-2015 merupakan periode yang 
untuk dianalisis. Adapun untuk tahun 2016, peneliti tidak menggunakannya karena 
alasan belum dirampungkannya data PKB secara keseluruhan dari bulan Januari 
hingga Desember 2016. Kedua, periode 2011-2015 juga telah masuk pajak 
progresif pada kendaraan bermotor. Secara resmi, pajak progresif mulai berlaku 
Maret 2014 di Kota Makassar. Dalam hal ini, dengan adanya pajak progresif, 





3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Makassar. Lokasi ini 
dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan. Waktu 
penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dari Februari sampai dengan Maret 2017. 
 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi penelitian adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis 
kendaraan. Sampel penelitan ini adalah pajak kendaraan bermotor untuk 
kendaraan beroda dua dan beroda empat atau lebih yang ada di Kota Makassar. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari SAMSAT Kota Makassar. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk: 
1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar 
2. Data Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar 
3. Data jenis dan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Makassar 
4. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, 
maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
3.5.1 Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan 
dengan topik yang dipilih. 
3.5.2 Penelitian lapangan (field research) 
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian di Kantor 




a. Wawancara (interview) 
Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang 
dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan 
informasi yang diperlukan. 
b. Dokumentasi (documentation)  
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Dependen 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan sumber penerimaan 
daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat 
dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat (Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). 
3.6.2 Variabel Independen 
Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak 
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri No.25 
tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 
ayat 3). 
 
3.7 Metode Analisis Data 
Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
3.7.1 Analisis Efektivitas 
Menurut Mardiasmo (2009:134), efektifitas adalah “ukuran berhasil 
tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah 
berjalan dengan efektif.” Untuk menghitung efektivitas dari Pajak Kendaraan 




Realisasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor       
              Target pajak atas kendaraan bermotor 
 
Target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 2011-
2015 dinyatakan dalam satuan rupiah dan diperoleh dari Kantor SAMSAT Kota 
Makassar. Adapun kriteria penilaiannya sebagai berikut (Kepmendagri No. 
690.900.327 dalam Adelina, 2012: 47): 
1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian > 100%, berarti sangat efektif 
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90-100%, berarti efektif 
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80-90%, berarti efektif 
4. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60-80%, berarti kurang efektif 
5. Hasil perbandingan tingkat pencapaian < 60%, berarti tidak efektif. 
3.7.2 Analisis Kontribusi 
Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai 
sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PKB terhadap PAD Kota Makassar. 
Untuk  mengetahui  kontribusi  Pajak  atas  Kendaraan bermotor  terhadap 
Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut:  
  Realisasi pajak atas kendaraan bermotor  
      Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah    
 
Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 2011-2015 
dinyatakan dalam satuan rupiah dan diperoleh dari Kantor SAMSAT Kota 
Makassar. Sementara Pendapatan Asli Daerah periode 2011-2016 diperoleh dari 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar. Adapun kriteria 
penilaiannya sebagai berikut (Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Velayati dkk, 
2013: 45): 
1. 0%-10%, berarti sangat kurang 
2. 10,1%-20% , berarti kurang 






4. 30,1%-40%, berarti cukup baik 
5. 40,1%-50%, berarti baik 







Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi 
Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 tergolong sangat efektif 
karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi PKB 
Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode 
pengamatan. 
2. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama 
periode 2011-2015 berada dalam kategori sangat baik, yang berarti 
fungsi-fungsi pajak telah cukup diterapakan di Sulawesi Selatan. 
5.2 Saran 
Setelah melakukan penelitian, peneliti mencoba memberikan saran-
saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 
1. Diperlukan pengukuran potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang tepat 
bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya UPTD Dispenda 
Provinsi Sulawesi Selatan agar realisasi PKB dapat mencapai 
targetnya. 
2. Upaya pemenuhan target PKB dapat dilakukan dengan meningkatkan 
sosialisasi penerapan pajak progresif sehingga tidak hanya fungsi pajak 
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Jenis Kelamin  : Perempuan 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Agama   : Islam 
Status    : Belum Menikah 
Alamat   : BTP Blok J no 533 
No. Telpon   : 082348881110 




1. SD Negeri 222 Batu Merah, Malili, Tahun 1999 - 2005 
2. SMP Ummul Mukminin, Makassar,  Tahun 2005 - 2008 
3. SMA Ummul Mukminin, Makassar,  Tahun 2008 - 2011 
4. S1 Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Bisnis, Departemen Akutansi, 
Universitas Hasanuddin  Makassar, Tahun 2011 - 2015 
 
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
 




St. Nur Radia 
 
 
